BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR /4 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA
BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUFATI GROBOGAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tehun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian
Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri
Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggotz Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerimsz Pensiun
atau Tunjangan serta Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemcrintah
Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya
Kepada Pegawal Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indcnesia,
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara,
Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan
Har: Raya dan Gaji Ketiga Beles Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat
Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Grobogan;

L. Pasal 18 ayat (b) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indones:a Tahun 1945;

2. lUndang-lIndang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan
Dacrah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 5587] sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Irdonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kzpada
Pegawai Nsgeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia,
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peiabat
Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang
Perubahan K=stiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau
Tunjangan Ketige Relas kepada Pegawai Neger: Sipil, Prajurit
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun
atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6348);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya kcpada Pegawai Negeri Sipil,
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun
dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6349);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembenlukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produlkk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indoncsia
Tahun 2018 Nomor 157);



Menetapkan

MEMUTIISKAN -

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
TUNJANGAN HARL RAYA DAN GAJl KETIGA EELAS BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL, FEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KARIIPATEN
GROBOGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan;
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3.

10.

Daerah adalah Kabupaten Grobogan.

Bupati adalah Bupati Grobogan.

Pemerintahan Daerah adaleh penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otornomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalain Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 19435,

Pegawail Negeri Sipil vang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh
Pejahat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.

Pimpinan Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah vyang
selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Pimpinan
DPRD Kabupaten Grobogan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah vang selanjutnya
disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kubupaten
Grobogan.

Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara
teratur kepada karyvawan vang dibayvarkan bersamaan
dengan gajl.

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyalakan
dalaun bentuk uang sebagal imbalan dari pemberi kerja
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11.

12.

kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut
suatu perjanjian  kerja, kesepakatan atau peraturan
perundang-undangan.

Surat Perintah Membayar yvang selanjutnya disebut SPM
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran
(PA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana
yang bersumber dari Dokumecn Pelaksanaan Anggaran (DPA)
atau dokumen lain yang dipersamakan;

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut
SP2D acdalah surat perintesh yang diterbitkan Kuasa
Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran
gtas beban Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah

(APBD) berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

(1)

(2)
(3)

(1)

12)

(3)

Pasal 2

FNS, Pejabat Negara, Pimpiran dan Anggota DPRD diberikan
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

FNS senagaimana pada ayat (1) termasuk Calon FNS.

FNS vang sedang menjalani cuti di luar tanggungan regara
atau ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah tidak

diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya bagt PNS, Pejabat Negara, Pimpinan
dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) scbesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua)
bulan sebelum Hari Raya.

Dalam hal! penghasilan ! (satu) bulan pada 2 [dua) bulan
sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pade ayat
(1) belum dibayarksn sebesar pengahasilan yang scharusnya
ditcrima karcna berubahnya penghasilan, kepada yang
bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan
Hari Raya.

Gaji Ketiga Belas bagi PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan
Anggota DPRD diberikan sebesar penghasilan pada bulan
Juni,



(4)

(5)

(1)

(2]

(3)

Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) belum dibayvarkan sebesar
penghasilun yang seharusnya diterima karena perubahan
penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan
selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(3) diberikan bagi PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan
Angegota DPRD meliputi gaji pokuk, (unjangan keluarga,

tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
Pasal 4

Selain jenis penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (9), penghasilan lzin yang diperhitungkan untuk
pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaj: Ketiga Belas bagi
PNS adalah Tambahan Penghasilan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Pemberian
Tambahan Penghasilan Bagi Pcgawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah.

Tambahan Penghasilan yang diberikan untuk pembayaran
Tunjangan Hari Raya sebesar Tambzhan Penghasilan setiap
FNS yang diterima pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Rava.
Tambahan Penghasilan vang diberikan untuk pembayaran
Gaji Ketiga Belas bagl PNS sebesar Tambahan Penghasilan
sstiap PNS yang diterima pada bulan Juni.

BRAR TI1

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI] RAYA DAN GAJI XETIGA BELAS

i)

1)

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya untuk PNS, Pejabat Negara, Pimpinan
dan Anggota DPRMD dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari
kerja sebelum tanggal nari reya.

Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya
d:bayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Gaji Ketiga Belas untuk PNE, Pejabal Negara, Pimpinan dan
Anggota NPRD dibayarkan pada bulan Juli.



Pasal 5

Proses Penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan
Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENTIANAAN

Pasal 7

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
berswinber dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN FENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinys, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya delam Berita
Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi

pada tanggal - _ < -2 ,U

faw

gz\ SRI SUMHRNI
Diundangkan di Purwodadi

pada tanggal

SEKRETARIS DA H
PATEN GROBOG

-

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019 NOMOR
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